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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR  BELAKANG  
 

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan prasyarat bagi 

setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita 

bangsa, dalam rangka pengembangan dan penerapan sistem yang tepat, jelas, terukur dan 

legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara 

berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan 

nepotisme. Sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi 

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan 

Akuntabilitas Kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan 

dan sasaran yang telah ditetapkan. 

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, perlu ditunjang dengan Satuan Kerja Perangkat 

Daerah yang handal, dalam hal ini beberapa kebijakan terkait sistem pelaporan dalam lingkungan 

Instansi Pemerintah telah ditetapkan dan didasarkan pada aturan-aturan antara lain yaitu (1) 

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian 

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah, dan terakhir adalah dikeluarkannya (5) Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan 

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 

1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa dalam rangka lebih 

meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan 

bertanggung jawab, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. 

Kedudukan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang merupakan unsur staf pelaksana 

tugas bidang ketahanan pangan yang didirikan sejak Tahun 2017. Organisasi tersebut ditetapkan 

melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016. Peraturan Daerah 

tersebut memuat tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang 

dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90. Sedangkan penjabaran kedudukan, susunan 



 Laporan Kinerja 

 Dinas Ketahanan Pangan 

 Kabupaten Lumajang 2019

  

 

2 

 

organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Ketahanan Pangan ditetapkan melalui 

peraturan Bupati Lumajang Nomor 63 Tahun 2016.  

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Struktur Organisasi Dinas 

Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 42  orang  

yang terdiri atas PNS sebanyak 20 orang dan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) sebanyak 21 orang. 

Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan Tingkat Pendidikan pada tahun 2019, 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel  01 
Jumlah PNS dan TKK Dinas Ketahanan Pangan 

Berdasarkan Tingkat Pendidikan   
Tahun 2019 

 

No. Pendidikan 
Status Kepegawaian 

Jumlah 
PNS CPNS TKK 

1. SD 2 - - 2 

2. SMP - - - - 

3. SMA/SMK 4 - 6 10 

4. D3 - - 2 2 

5. S1 9 - 13 22 

6. S2 5 - - 5 

J U M L A H 20 - 21 41 

 

Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Panganberdasarkan Pangkat/ Golongan pada tahun 2019, 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel  02 
Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan 

Berdasarkan Tingkat Golongan   
Tahun 2019 

 

No. Golongan 
Status Kepegawaian 

Jumlah 
PNS CPNS 

1. Golongan  I 2 - 2 

2. Golongan  II 4 - 4 

3. Golongan  III 8 - 8 

4. Golongan  IV 5 - 5 
Jumlah 19 - 19 
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Disamping pendidikan formal, Pegawai Dinas Ketahanan Pangantelah mengikuti pendidikan 

struktural, data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel  03 

Pegawai Dinas Ketahanan Pangan 

Yang Telah Mengikuti Pendidikan Struktural 

Tahun 2019 

 

No. Tingkat Diklatpim Jumlah 

1. I - 

2. II 1 

3. III 3 

4. IV 6 

Jumlah 10 

 

 Pegawai Dinas Ketahanan Pangan telah memperoleh jabatan berdasarkan eselonnya dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel  04 

Pegawai Dinas Ketahanan Pangan 

Berdasarkan Eselon  

Tahun 2018 

 

No. Tingkat Eselon Jumlah 

1. IV b - 

2. IV a 7 

3. IIIb 2 

4. III a 1 

5. II b 0 

6. II a - 

7. I b - 

8. I a - 

Jumlah 10 

 

  

  



 Laporan Kinerja 

 Dinas Ketahanan Pangan 

 Kabupaten Lumajang 2019

  

 

4 

 

 Disamping dukungan sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana dalam upaya 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Dinas Ketahanan Pangan memiliki Sarana dan Prasarana 

sebagai berikut : 

Tabel  05 

Data Sarana dan Prasarana Milik Dinas Ketahanan Pangan 

Berdasarkan Jenis, Jumlah dan Kondisi  

Tahun  2019 

 

No Jenis Barang / Nama Barang Jumlah 
Kondisi Barang 

Baik Kurang baik Rusak Berat 

1 Station wagon 3 2 - 1 

2 Honda Supra X 125 Fl - √ - - 

3 Sepeda Motor Honda WIN - √ - - 

4 Honda Supra X CW F1 - √ - - 

5 Sepeda Motor suzuki thunder 2 √ - - 

6 Sepeda Motor suzuki  1 √ - - 

7 Camera 1 √ - - 

8 Kalkulator 8 √ - - 

9 Lemari Besi 6 √ - - 

10 Almari Arsip 2 Pintu Swing standart 3 √ - - 

11 Filling Cabinet  8 √ - - 

12 Brankas 2 √ - - 

13 Meja Kursi tamu  2 √ - - 

14 Meja panjang 1 √ - - 

15 Kursi Lipat 38 √ - - 

16 Kursi Staf 10 √ - - 

17 Meja Komputer  2 √ - - 

18 Air Conditioner  3 √ - - 

19 Kipas Angin 1 √ - - 

20 UPS - - - - 

21 Gorden/ vertical Blinds 1 √ - - 

22 Komputer 6 5 - 1 

23 Laptop 7 √ - - 
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No Jenis Barang / Nama Barang Jumlah 
Kondisi Barang 

Baik Kurang baik Rusak Berat 

24 Printer  18 15 - 3 

25 Printer Dot Matrik 1 1 - 1 

26 Jam dinding 3 √ - - 

27 Meja Pejabat Es-III Kabag 6 √ - - 

28 Meja Kerja Staf 12 √ - - 

29 Kursi Pejabat Es-III (Kabag) 1 √ - - 

30 Kursi Kerja Eselon III 1 √ - - 

31 Kursi Pejabat Es-IV (Subag) 3 √ - - 

32 Pesawat Telepon 1 √ - - 

32 Pesawat Telepon 1 √ - - 

34 Faximile 1 √ - - 

35 Mesin Ketik 4 - - 4 

36 Alat pemotong kertas untuk sheet 1 - - √ 

37 Alat penghancur kertas 1 - - √ 

38 Layar Proyektor 1 √ - - 

39 Proyektor LCD 1 √ - - 

40 Televisi LCD 2 √ - - 

 

B. MAKSUD  DAN  TUJUAN 

 Berdasarkan pada latar belakang di atas, Laporan Kinerja yang disusun oleh setiap Perangkat 

Daerah memiliki maksud dan tujuan berupa sebuah instrumen/ alat, dalam pelaporan hasil 

pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan serta pencapaian sasaran dan target yang telah 

ditentukan oleh setiap OPD guna mengetahui capaian kinerja dari masing-masing OPD serta 

pengelolaan dalam hal anggaran yang dipakai oleh setiap OPD guna mendukung akuntabilitas. 

Makadari itu Laporan Kinerja memiliki maksud dan tujuan yang apabila dilihat dari segi aspeknya 

memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut : 

a) Aspek Akuntabilitas kinerja untuk keperluan eksternal organisasi merupakan sarana 

pertanggung jawaban atas capaian kinerja yang telah dilakukan selama 1 (satu) tahun, 

esesnsi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi dan misi 

telah dilaksanakan. 
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b) Aspek manajemen kinerja, bagian keperluan internal organisasi merupakan Laporan 

Kinerja sebagai sarana pencapaian tujuan kinerja untuk perbaikan kinerja di masa yang 

akan datang sehingga dapat ditingkatkan perbaikan ecara berkelanjutan. 

c) Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi pada Dinas 

Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang sebagai pelaksana tugas di bidang ketahanan 

pangan. 

   C. GAMBARAN  UMUM 

Pembentukan Dinas Ketahanan Pangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Lumajang Nomor 15 Tahun 2016. Peraturan Daerah tersebut memuat tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang dan telah diundangkan dalam Lembaran 

Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang 

Nomor 90. Sedangkan penjabaran kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta 

tata kerja Dinas Ketahanan Pangan ditetapkan melalui peraturan Bupati Lumajang Nomor 63 

Tahun 2016.  

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang dibentuk sebagai unsur pelaksana tugas 

bidang Ketahanan pangan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Pemerintahan 

Kabupaten baik sebagai unit staf maupun lini.  

Berdasarkan Peraturan Daerah, adapun fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten 

Lumajang sebagai berikut : 

a. Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja Bidang Ketahanan Pangan  

b. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi 

pangan, cadangan pangan,   penganekaragaman konsumsi, dan keamanan pangan 

c. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi 

pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi, dan keamanan pangan 

d. Pengkoordinasian penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, 

kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi, dan 

keamanan pangan 

e. Peningkatn kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan 

pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi, dan keamanan 

pangan 

f. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan 

pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman 

konsumsi, dan keamanan pangan 

g. Pelaksanaan administrasi Dinas 
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h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya 

 
Selanjutnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan 

Kabupaten Lumajang tersebut, dibawah ini dijabarkan tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas 

dari masing-masing Bagian sebagai berikut : 

 
1. Kepala Dinas  

Kepala Dinas mempunyai tugas sebagai berikut : 

a. Membantu Bupati dalam melaksanakan kebijakan operasional pembinaan, 

pengembangan dan program ketahanan pangan; 

b. Memimpin dan melaksanakan fungsi Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana yang 

ditetapkan; 

c. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Dinas 

Ketahanan Pangan. 

2. Sekretaris 

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, 

keuangan serta memberikan pelayananan teknis administratif dan fungsional kepada 

semua unsur di lingkungan Dinas berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan 

oleh Kepala Dinas. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi 

sebagai berikut : 

a. Perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Dinas yang selanjutnya ditetapkan 

sebagai pedoman kerja; 

b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan; 

c. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama, dan hubungan 

masyarakat; 

d. Pengelolaan urusan rumah tangga; 

e. Pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan, dan peningkatan karier pegawai; 

f. Penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban 

pelaksanaan anggaran; 

g. Penyusunan rencana dan pelaksanaan sistem pengendalian Intern; 

h. Penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan 

keamanan dan kebersihan Dinas; 

i. Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana; 
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j. Pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah; 

k. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang; 

l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan ketatalaksanaan; 

m. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; 

n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; 

 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut : 

a. Menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian; 

b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan 

kegiatan Dinas; 

c. Melakukan penyusunan laporan perencanaan dan kinerja (Rencana Strategi/ 

Renstra,Rencana Kerja /Renja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah/LAKIP, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM dan lain-lain; 

d. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan; 

e. Melakukan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana; 

f. Melakukan administrasi kepegawaian; 

g. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan barang Unit dan Rencana 

Pemelliharaan Barang Unit; 

h. Melakukan pengelolaan pengadaan dan penatausahaan barang inventaris; 

i. Melakukan surat-menyurat dan pengarsipan; 

j. Melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan keprotokolan; 

k. Melakukan penyiapan bahan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan; 

l. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan peyusunan peraturan perundang-

undangan; 

m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;  

n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. 

 Sub Bagian Keuangan 

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut : 

a. Menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Keuangan; 

b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan anggaran; 

c. Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, 

petunjuk operasional kegiatan dan revisi anggaran; 

d. Melakukan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan; 
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e. Melakukan urusan perbendaharaan, pengujian dan penerbitan surat perintah 

membayar; 

f. Melakukan urusan gaji pegawai; 

g. Melakukan administrasi keuangan; 

h. Melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan; 

i. Melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran/LRA, 

neraca dan lain-lain) 

j. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan 

dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi; 

k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris; 

l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. 

 

3. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan 

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan 

evaluasi di bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Bidang Ketersediaan dan 

Distribusi Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :  

a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan; 

b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan dan 

distribusi pangan; 

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan; 

d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan dan distribusi 

pangan; 

e. Penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan dan distribusi pangan; 

f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan 

dan distribusi pangan; 

g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; 

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; 

 Seksi Ketersediaan Pangan 

Seksi Ketersediaan Panganmempunyaitugas sebagai berikut :  

a. Menyusun rencana program kerja Seksi Ketersediaan Pangan; 

b. Melakukan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur 

pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainya; 
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c. Melakukan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi hari 

besar keagamaan nasional; 

d. Melakukan pengkajian ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan 

dan sumber daya pangan lainya; 

e. Melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang 

ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya 

ketahanan pangan lainnya; 

f. Menyiapkan data dan informasi untuk perhitungan neraca bahan makanan; 

g. Menyiapkan data dan informasi untuk perhitungan pola pangan harapan 

ketersediaan pangan; 

h. Melakukan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan; 

i. Melakukan pendampingan ketersediaan pangan , penyediaan infrastruktur 

pangan dan sumber daya ketahanan pangan lainnya; 

j. Melakukan pemantauan, evaluasi supervisi dan pelaporan kegiatan pangan, 

penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya ketahanan pangan lainnya; 

k. Memberiakan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Ketersediaan 

dan Distribusi Pangan; dan 

l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Ketersediaan dan Distribusi Pangan. 

 Seksi Distribusi Pangan 

Seksi Distribusi Pangan mempunyai  tugas sebagai berikut :  

a. Menyusun rencana program kerja Seksi Distribusi Pangan; 

b. Melakukan koordinasi di bidang distribusi dan harga pangan; 

c. Melakukan analisis distribusi dan harga pangan; 

d. Melakukan pembinaan di bidang distribusi dan harga pangan; 

e. Melakukan pengolahan data dan informasi ranstai pasok, dan jaringan 

distribusi pangan; 

f. Melakukan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk 

meningkatkan akses pangan masyarakat; 

g. Melakukan penyusunan prognosa neraca pangan; 

h. Melakukan pengumpulan data harga pangn di tingkat produsen dan konsumen 

untuk panel harga; 

i. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan distribusi dan harga 

pangan; 
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j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan 

Distribusi Pangan; dan 

k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Ketersediaan dan Distribusi Pangan. 

 Seksi Kerawanan Pangan 

Seksi Kerawanan Pangan mempunyai  tugas sebagai berikut :  

a. Menyusun rencana program kerja Seksi Kerawanan Pangan; 

b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi cadangan pangan dan penanganan 

kerawanan pangan; 

c. Melakukan analisis cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan; 

d. Melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang 

cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan; 

e. Melakukan penyediaan, pengolahan dan pemanfaatan cadangan pangan 

daerah/pangan pokok dan pangan pokok lokal; 

f. Melakukan intervensi daerah rawan pangan; 

g. Melakukan penyusunan dan analsis Sistem kewaspadaan pangan dan gizi; 

h. Melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan 

Daerah; 

i. Melakukan pendampingan di bidang cadangan pangan dan penanganan 

kerawanan pangan; 

j. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan 

pangan dan penanganan kerawanan pangan; 

k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan 

Distribusi Pangan; dan 

l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepada Bidang 

Ketersediaan dan Distribusi Pangan. 

4. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan 

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan 

dan evaluasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Bidang Konsumsi dan 

Keamanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut : 

a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan dan keamanan 

pangan; 
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b. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang konsumsi pangan dan keamanan 

pangan; 

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan; 

d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan 

keamanan pangan; 

e. Penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan dan keamanan 

pangan; 

f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan konsumsi pangan dan 

keamanan pangan; 

g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan 

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

 Seksi Konsumsi Pangan 

Seksi Konsumsi Pangan mempunyaitugas sebagai berikut :  

a. Menyusun rencana program kerja Seksi Konsumsi Pangan; 

b. Melakukan koordinasi di bidang Konsumsi pangan; 

c. Melakukan analisis di bidang Konsumsi pangan; 

d. Melakukan perhitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per 

tahun; 

e. Melakukan perhitungan tingkat konsumsi energi dan protein per kapita per 

tahun; 

f. Melakukan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga; 

g. Melakukan pemetaan pola konsumsi pangan; 

h. Melakukan pendampingan dibidang konsumsi pangan; dan 

i. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan dibidang konsumsi 

pangan; 

j. Memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Konsumsi dan 

Keamanan Pangan; dan 

k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Konsumsi 

dan Keamanan Pangan; 

 Seksi Penganekaragaman Pangan 

Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas sebagai berikut :  

a. Menyusun rencana program kerja seksi penganekaragaman konsumsi pangan; 

b. Melakukan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi 

pangan dan pengembangan pangan lokal; 
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c. Melakukan pelaksanaan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman 

konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal; 

d. Melakukan analisis dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi 

pangan dan pengembangan pangan lokal; 

e. Melakukan promosi konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan 

aman berbasis sumber daya lokal; 

f. Melakukan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu; 

g. Melakukan kerjasama antar instansi, swasta, dan masyarakat dalam 

percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal; 

h. Melakukan pengembangan pangan pokok lokal; 

i. Melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi penganekaragaman 

konsumsi pangan; 

j. Melakukan pendampingan dalam rangka promosi penganekaragaman 

konsumsi pangan dan pengembnagan pangan lokal; 

k. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan dalam rangka 

penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal; 

l. Memberika saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Konsumsi dan 

Keamanan Pangan; dan 

m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Konsumsi 

dan Keamanan Pangan; 

 Seksi Keamanan Pangan 

Seksi Keamanan Pangan mempunyaitugas sebagai berikut :  

a.  Menyusun rencana program kerja seksi keamanan pangan; 

b. Melakukan koordinasi dibidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan 

keamanan pangan, kerjasama, dan informasi keamanan pangan; 

c. Melakukan analisis dibidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan 

keamanan pangan, kerjasama, dan informasi keamanan pangan; 

d. Melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dibidang 

kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerjasama, 

dan informasi keamanan pangan; 

e. Melaksanakan pengawasan pangan segar yang beredar; 

f. Memberikan sertfikasi jaminan keamanan pangan segar; 

g. Melakukan penyiapan bahan jejaring Keamanan Pangan Daerah; 

h. Melakukan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan; 
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i. Melakukan pendampingan dibidang kelembagaan keamanan pangan, 

pengawasan keamanan pangan, kerjasama dan informasi keamanan pangan; 

j. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang 

kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerjasama, 

dan informasi keamanan pangan; 

k. Memberika saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Konsumsi dan 

Keamanan Pangan; dan 

l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Konsumsi 

dan Keamanan Pangan; 

5. Kelompok Jabatan Fungsional 

  Kelompok Jabatan Fungsionalis terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan 

fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.  

 Fungsionalis Analis Ketahanan Pangan 

Fungsionalis Ketahanan Panganmempunyai tugasmelakukan analis di bidang 

ketersediaan dan distribusi pangan serta bidang konsumsi dan keamanan pangan. 

 Fungsionalis Pengawas Mutu Hasil Pertanian 

Fungsionalis Pengawas Mutu Hasil Pertanian mempunyai tugasmelakukan 

pengawasan dan pengujian mutu hasil pertanian. 

 Fungsionalis Analis Pasar Hasil Pertanian 

Fungsionalis Analis Pasar Hasil Pertanian mempunyai tugas melakukan pengumpulan 

data, analisis, dan penyebarluasan data harga komoditi, saprodi, dan biaya usaha tani 

pengawasan dan pengujian mutu hasil pertanian. 

 

D. DASAR HUKUM 

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten 

Lumajang Tahun 2019, dilandasi dasar hukum, sebagai berikut : 

1. Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4286); 

3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(SPPN); 
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5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintahan Daerah; 

6. Undang – Undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan; 

7. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 

8. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah Kepada Masyarakat; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007  Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

14. Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 

16. Instruksi Presiden RI nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

17. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 

18. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

19. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/ 8/2003 tentang Perbaikan 

Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana 

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman 

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah); yang telah disempurnakan 

sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja 

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;  

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
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21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Tahun 2018 - 2023 Pemerintah Kabupaten Lumajang; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah. 

23. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan  

 

E. SISTEMATIKA 

 Adapun sistematika penyusunan Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten 

Lumajang Tahun 2019 sebagai berikut: 

BAB  I    : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Gambaran Umum, dasar Hukum, 

dan Sistematika sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. 

BAB  II   : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

Bab ini menjelaskan tentang Perencanaan Strategis yang berisikan Tujuan, Sasaran, 

Kebijakan dan Program serta Perjanjian Kinerja. 

BAB  III  : AKUNTABILITAS KINERJA 

Bab ini menjelaskan Pengukuran Capaian Kinerja, Capaian Kinerja, Akuntabilitas Keuangan 

dan Permasalahan serta Strategi Pemecahan Masalah. 

A. Capaian Kinerja 

B. Realisasi Anggaran 

BAB  IV : PENUTUP 

LAMPIRAN – LAMPIRAN 

1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2018 – 2023. 

2. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2019. 

3. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019 
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BAB  II 

PERENCANAAN  DAN  PERJANJIAN  KINERJA 

 

2.1 PERENCANAAN  STRATEGIS 

a. Visi dan Misi 

 Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Rencana Strategis merupakan 

langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab 

lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan 

sistem manajemen nasional. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten 

Lumajang Tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang 

akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang Tahun 2018 sampai 

dengan Tahun 2023. 

 Penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang Tahun 

2018 – 2023 pada dasarnya dilatarbelakangi oleh tekad untuk melaksanakan tugas yang 

ditetapkan dalam ketentuan perundang- undangan yang ada maupun dalam dokumen 

perencanaan pembangunan daerah yaitu rencana pembangunan jangka menengah daerah 

(RPJMD) Kabupaten Lumajang  Tahun 2018 – 2023. Di tingkat Kabupaten/ Kota kelembagaan 

Pangan yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap urusan Pangan diserahkan pada 

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang, Dinas Ketahanan Pangan memiliki peran dan 

fungsi yang sesuai dengan Undang-Undang Pangan No.18 Tahun 2012 tentang Pangan. 

Selain itu, urusan Pangan juga dikuatkan melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 terkait 

dengan pemetaan kewenangan dan urusan sampai di tingkat daerah, yang selanjutnya di 

tingkat Kementerian ditindaklanjuti dengan Peraturan Kementrian Pertanian (PERMENTAN) 

No. 40 Tahun 2016, serta Peraturan Kementrian Pertanian (PERMENTAN) No. 43 Tahun 2016 

tentang penggabungan urusan dan kewenangan kelembagaan di lingkungan Kementrian 

Pertanian. 

 Pembangunan Kabupaten Lumajang sejalan dengan ditetapkannya Undang–Undang 

Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah lebih mengutamakan pelaksanaan 

desentralisasi yang memberikan keleluasaan daerah otonomi untuk berusaha semaksimal 

mungkin mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas serta 

aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Oleh 

karena itu, dalam implementasi penyelenggaraan otonomi daerah tersebut harus terencana dan 

terstruktur serta sinergis dengan perencanaan pemerintah yang lebih tinggi dengan tidak 

menghilangkan nilai kekhasan dari setiap daerah. 
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 Berpijak pada arah pembangunan Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang, dan 

berbagai capaian pembangunan ketahanan pangan periode 2018 – 2023 yang signifikan, 

potensi dan isu-isu strategis, serta tantangan pemantapan ketahanan pangan Kabupaten 

Lumajang lima tahun kedepan, dan visi misi program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 

Lumajang terpilih yang tertuang dalam RPJMD 2018 – 2023. Adapun Visi Bupati dan Wakil 

Bupati Kabupaten Lumajang yaitu “Terwujudnya  Masyarakat Lumajang yang Makmur, 

Berdaya Saing dan Bermartabat”. 

 Untuk mewujudkan visi Pembangunan Kabupaten Lumajang tahun 2018 – 2023 tersebut, 

maka misi pembangunan Kabupaten Lumajang terdiri dari 3 misi sebagai berikut yaitu :  

1. Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro 

dan pariwisata. Bermakna bahwa Pemerintah dan Masyarakat berusaha untuk meningkatkan 

kesejahteraan dan kemandiriannya melalui pemenuhan enam kebutuhan wajib dasar 

(Pendidikan, kesehatan, infrastruktur/ PU, permukiman, ketentraman dan ketertiban serta 

sosial) 

2. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri.  

Bermakna bahwa Pemerintah dan Masyarakat berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan 

dan kemandiriannya melalui pemenuhan enam kebutuhan wajib dasar (Pendidikan, kesehatan, 

infrastruktur/PU, permukiman, ketentraman dan ketertiban serta sosial) 

3. Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan 

pemerintah yang baik, benar, bersih yang berbasis teknologi informasi. 

Bermakna bahwa Pemerintah Kabupaten Lumajang berupaya untuk meningkatkan 

penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean 

governance) yang didukung dengan teknologi informasi. 

 Tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang yang terkait dengan 

visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih tertuang dalam misi 2 

yaitu : “Pemenuhan Kebutuhan Dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan 

mandiri”. 

  

b.  Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran 

 Untuk mewujudkan visi Kepala Daerah periode 2018 – 2023 melalui pelaksanaan misi 

yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai 

pada setiap misi. Tujuan dan sasaran merupakan perumusan secara strategis yang 

menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan ketahanan pangan 

jangka menengah Kabupaten Lumajang. Tujuan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten 
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Lumajang yang mengacu pada misi kedua yaitu “Pemenuhan Kebutuhan Dasar untuk 

mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri”, dengan tujuan meningkatnya 

ketahanan pangan. 

 Adapun tujuan jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang yaitu 

Meningkatnya Ketahanan Pangan dengan sasaran yaitu meningkatnya akses pangan dan 

meningkatnya konsumsi aman pangan. Sedangkan indikator tujuan nya adalah meningkatnya 

skor pola pangan harapan, indikator sasaranya terdiri dari Angka Stabilitas Harga Pangan 

≤10% dan Jumlah Konsumsi energi.  

c. Program dan Kegiatan 

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan ketahanan pangan 

sebagaimana yang telah tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan 

Pangan 2018 - 2023 maka di dalam pelaksanaanya ditetapkan 5 program yaitu : 

(i) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, bertujuan untuk mewujudkan bantuan 

administrasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan Administasi PerDinasan 

(ii) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, bertujuan untuk memberikan dukungan 

sarana dan prasarana bagi aparatur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga 

tercapai efektivitas dan efisiensi 

(iii) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, 

bertujuan untuk memberikan dukungan peningkatan kapasitas kinerja kelembagaan melalui 

Kegiatan Penyusunan LAKIP, Prognosis dan Keuangan Semesteran serta Penyusunan 

Laporan Akhir Tahun. 

(iv) Program Peningkatan Ketahanan Pangan, bertujuan untuk mewujudkan Kedaulatan Pangan 

masyarakat melalui Pembangunan Ketahanan Pangan Masyarakat yang mantap. 

(v)  Program Peningkatan Diversifikasi dan Konsumsi Pangan, bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas konsumsi dan menjamin kualitas keamanan pangan masyarakat. 

2.2 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019 

Rencana Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang tahun 2019 terdiri 

dari 2 sasaran yaitu meningkatnya akses pangan dengan indikator sasaran angka stabilitas 

harga pangan dan meningkatnya konsumsi aman pangandengan indikator sasarnya jumlah 

konsumsi energi, sebagaimana dijelaskan pada tabel sebagai berikut : 

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN TARGET 2019 

1. Meningkatnya Akses Pangan 
Angka Stabilitas Harga Pangan 

≤10% 
≤10% 

2. 
Meningkatnya Konsumsi Aman 

Pangan 
Jumlah Konsumsi Energi 1996,40 
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2.3 PERJANJIAN  KINERJA 

 Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah, pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji 

untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan 

mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. 

 Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi 

dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, 

sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, 

menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian 

reward atau penghargaan dan sanksi, Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Dinas Ketahanan Pangan, 

sebagai berikut : 

Tabel  06 
Program dan Kegiatan 

Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018 
 

No. PROGRAM KEGIATAN 

1. PELAYANAN ADMINISTRASI 
PERKANTORAN 

a. Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran 

2. PENINGKATAN SARANA 
DAN PRASARANA 
APARATUR 

a. Pembangunan/ Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana 
dan Prasarana Aparatur 

b. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

3. PENINGKATAN 
PENGEMBANGAN SISTEM 
PELAPORAN CAPAIAN 
KINERJA DAN KEUANGAN 

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD/ LAKIP 

b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan 
Prognosis Realisasi Anggaran 

c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun  
d. Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat 
e. Penyusunan Rencana Kerja  
f. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD 
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No. PROGRAM KEGIATAN 

4. PENINGKATAN 
KETAHANAN PANGAN 
(PERTANIAN/PERKEBUNAN) 

a. Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Usaha Pangan 
Masyarakat (PUPM/TTI) 

b. Pemantaban Ketersediaan Pangan Berbasis Umbi-
umbian, Buah- buahan, dan Sayuran  

c. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi 
 

5. PENINGKATAN 
DIVERSIFIKASI DAN 
KONSUMSI PANGAN 
(PERTANIAN/PERKEBUNAN) 

a. Analisa Pola Konsumsi dan Kebutuhan Pangan 
b. Sosialisasi dan Promosi Penganekaragaman Konsumsi 

Pangan 
c. Fasilitasi dan Koordinasi Kawasan Rumah Pangan 

Lestari (KRPL) 
d. Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan 
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BAB  III 

AKUNTABILITAS  KINERJA 

 

A. PENGUKURAN  CAPAIAN  KINERJA 

1.  Pengukuran Kinerja  

Pengukuran kinerja sebagai dasar dalam menilai berbagai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan 

kegiatan sesuai dengan sasaran maupun tujuan yang ditetapkan dalam Visi dan Misi. Pengukuran kinerja 

adalah merupakan hasil dari penilaian sistematik dan didasarkan pada indikator kinerja kegiatan berupa 

masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. 

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan dan kinerja sasaran, 

dengan memanfaatkan data pencapaian kinerja hasil pelaksanaan program dan kegiatan. Kinerja kegiatan 

merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan. Kinerja 

sasaran merupakan tingkat pencapaian masing-masing indikator sasaran. Pengukuran tingkat pencapaian 

sasaran didasarkan pada data hasil pencapaian hasil pengukuran kinerja kegiatan. 

Pengukuran capaian kinerja kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang, telah 

menggunakan indikator kuantitatif, hal ini dilakukan supaya lebih terukur dan mudah dievaluasi, penetapan 

indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, 

sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya. 

Pengukuran kinerja kegiatan dan kinerja sasaran pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten 

Lumajang pada Tahun 2019, parameter penentuan keberhasilan/ ketidakberhasilan menggunakan skala 

sebagaimana berikut : 

 

No 
Nilai Capaian Kinerja 

Pemberian Atribut 
% Keterangan Persentase 

1. 85% s.d 100% 
Delapan puluh lima persensampai 
denganseratus persenatau lebih 

Sangat Berhasil 

2. 70% s.d <85% 
Tujuh puluh persensampai kurang 

daridelapan puluh lima persen 
Berhasil 

3. 55% s.d <70% 
Lima puluh lima persensampai kurang dari 

tujuh puluh persen 
Cukup Berhasil 

4. X<55% Di bawahlima puluh lima persen Tidak Berhasil 
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2.  Hasil Pengukuran Kinerja  

Berdasarkan pelaksanaan program/kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang pada 

Tahun 2019, diperoleh pencapaian sebagaimana tersaji dalam tabel berikut  : 

Tabel 07 
Perbandingan Antara Target dan Capaian Kinerja 

Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2019 
 

SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR 
KINERJA 

TARGET % REALISASI  CAPAIAN 
KINERJA 

PREDIKAT 
CAPAIAN 

1. Meningkatnya 
Ketahanan 

Pangan 

1. Persentase 
Peningkatan Pola 
Pangan Harapan 

(PPH) 

93,50 93,16 99,64 Sangat 
Berhasil 

 
Keterangan : 

(*) lampiran 1 (Matrik Rencana Kinerja) 

 

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) menggambarkan keanekaragaman/ keseimbangan konsumsi 

masyarakat terhadap Sembilan kelompok bahan pangan (padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, 

minyak dan lemak, buah/ biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah, lain-lain). 

Tabel 08 
Skor Pola Pangan Harapan Aktual 

Berdasarkan Survei Konsumsi Pangan Tahun 2019 
Kabupaten Lumajang 

 
No Kelompok Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 

 Pangan Kalori % % AKE Bobot Skor Skor Skor Skor 

      Aktual AKE Maks PPH 

1 Padi-padian 996.3 48.4 48.3 0.5 24.2 24.2 25.0 24.2 

2 Umbi-umbian 103.5 5.2 5.2 0.5 2.6 2.6 2.5 2.5 

3 Pangan hewani 204.3 10.2 10.2 2.0 20.5 20.4 24.0 20.4 

4 Minyak dan Lemak 221.2 11.1 11.1 0.5 5.5 5.5 5.0 5.0 

5 Buah/Biji Berminyak 68.3 3.4 3.4 0.5 1.7 1.7 1.0 1.0 

6 Kacang-kacangan 191.9 9.6 9.6 2.0 19.2 19.2 10.0 10.0 

7 Gula 107.8 5.4 5.4 0.5 2.7 2.7 2.5 2.5 

8 Sayur dan Buah 110.3 5.5 5.5 5.0 27.6 27.6 30.0 27.6 

9 Lain-lain 22.7 1.1 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

          

TOTAL 1996.40 100.0 99.8 11.5 104.1 103.9 100.0 93.16 

 

Skor PPH diperoleh dari hasil survey pola konsumsi pangan di 8 kecamatan (Kec. Pasirian, Kec. 

Sumbersuko, Kec. Yosowilangun, Kec. Tekung, Kec. Jatiroto, Kec. Klakah, Kec. Senduro, Kec. Padang) 
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melalui wawancara kepada responden tentang apa saja yang dikonsumsi oleh keluarga. Selanjutnya dari 

hasil survey tersebut diolah dengan menggunakan Aplikasi Analisis Situasi dan Kebutuhan Konsumsi 

Pangan wilayah kabupaten. Dari hasil pengolahan data tersebut kita dapat mengetahui skor PPH 

sebagaimana pada tabel diatas dimana digambarkan skor PPH Kabupaten Lumajang Tahun 2019 yaitu 

93,16 atau tercapai 99,63% dari target tahun 2019 sebesar 93,50, dimana terdapat peningkatan capaian 

dibanding tahun 2018 sebesar 91,80. 

Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) tersebut didukung dari terlaksananya kegiatan- kegiatan 

yang dilaksanakan pada Dinas Ketahanan Pangan yaitu antara lain kegiatan : 

1.  Analisa Pola Konsumsi dan Kebutuhan Pangan 

2.  Sosialisasi dan promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan 

3.  Fasilitasi dan Koordinasi Kawasan Rumah Pangan Lestari 

4.  Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan 

5.  Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM/ TTI) 

6.  Pemantapan Ketersediaan Pangan Berbasis Umbi-umbian, Buah-buahan, dan Sayuran 

7. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi. 

 

 Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Lumajang 

sebagai berikut : 

1) Melakukan sosialisasi diversifikasi pangan melalui lomba cipta menu dengan menggunakan bahan 

baku lokal 

2) Melakukan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan di daerah 

3) Mengadakan sosialisasi dan pelatihan penganekaragaman konsumsi pangan bagi kader-kader 

posyandu 

4) Melakukan pelatihan teknologi pangan olahan berbahan baku lokal bagi kader-kader posyandu 

5) Melakukan gerakan cadangan pangan di pedesaan melalui pemanfaatan pekarangan guna 

mendukung ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga 

6) Melakukan pemantauan harga pangan guna menjaga akses pangan masyarakat 

7) Melakukan koordinasi bersama dinas/ instansi terkait dalam hal kewaspadaan pangan dan gizi 
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Capaian Kinerja dan sasaran strategis tersebut di atas dicapai oleh indikator kinerja, rumusan dari 

masing-masing indikator tersebut antara lain : (1) Meningkatnya Akses Pangan (2) Meningkatnya 

Konsumsi Aman Pangan. Gambaran realisasi indikator kinerja sasaran dapat disajikan melalui tabel berkut  

 

Tabel 09 
Perbandingan Antara Target dan Realisasi  

Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2019 

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 

Meningkatnya Akses Pangan Angka Stabilitas Harga Pangan ≤10% ≤10% ≤10% 

Meningkatnya Konsumsi Aman 
Pangan 

Jumlah Konsumsi Energi 1996,40 1996,40 

Keterangan : 
(*) lampiran 2 (Matrik Target dan Realisasi 

. 

Capaian Ketersediaan energi pada tahun 2019 adalah 3.347,41 dari target sebesar 3146.75 dengan 

melakukan perhitungan data ketersediaan energi sebagai berikut : 

- Data ketersediaan energi diperoleh dengan perhitungan menggunakan perangkat software berupa 

aplikasi perhitungan Neraca Bahan Makanan (NBM). 

- Metode perhitungan : 

1. Data Penduduk  

Data penduduk diperoleh dari BPS, data pada tahun perhitungan. 

2. Data Komoditas Pangan 

Data-data angka komoditas pangan yang diperoleh dari data sekunder yang berasal dari OPD 

terkait. 

3. Besaran dan Angka Konversi 

Besaran dan angka konversi yang digunakan adalah besaran dan angka konversi yang 

ditetapkan oleh Tim NBM Nasional. 

4. Komposisi Gizi Bahan Makanan 

Komposisi Gizi bahan makanan yang digunakan adalah yang bersumber dari modul “Analisis 

Neraca Bahan Makanan dan Pola Pangan Harapan untuk Ketersediaan Pangan”, Badan 

Ketahanan Pangan, Kementrian Pertanian. 
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- Selanjutnya bahan-bahan makanan dikelompokan menjadi 11 kelompok bahan makanan dan dari 

perhitungan diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 10 
Daftar Ketersediaan Energi Tahun 2019 

 

No Uraian/ Bahan Pangan Jumlah Energi tersedia (Kkal/kapita/hari) 

1 Klp. Padi-padian 1.580,46 

2 Klp. Makanan Berpati 120,97 

3 Gula 639,69 

4 Buah/ Biji Berminyak 116,37 

5 Buah-buahan 23,25 

6 Sayur-sayuran 686,64 

7 Daging 87,22 

8 Telur 0,92 

9 Susu 0,27 

10 Ikan11 4,90 

11 Minyak dan Lemak 87,35 

TOTAL 3.347,41 
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Capaian Angka stabilitas harga pangan di tahun 2019 telah tercapai sebesar 10,00% dari target 
sebesar 10,00% dengan perhitungan sebagai berikut : 

 
Tabel 11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan data dari tabel diatas diketahui bahwa prosentase stabilisasi harga pangan pokok dan 

strategis di 4 (empat) Pasar di Kabupaten Lumajang Tahun 2019 sebesar 10,00%. Data tersebut diperoleh 

dari rerata prosentase harga harian, mingguan, bulanan dan tahunan dari 13 komoditi bahan pangan pokok 

dan strategis.  Pada tahun 2019 Dinas Ketahanan Pangan telah melakukan Pemantauan dan Analisa 

Harga Bahan Pangan Pokok dan Strategis dari 4 (empat) Pasar antara lain; Pasar Klakah, Pasar 

Lumajang, Pasar Pasirian dan Pasar Yosowilangun yang dilakukan oleh enumerator di masing-masing 

pasar. 

Pencapaian Stabilisasi Harga Pangan tersebut didukung dari terlaksananya kegiatan - kegiatan pada Dinas 

Ketahanan Pangan yaitu antara lain kegiatan : 

1. Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM/TTI) 

2. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi 
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3. Pemantapan Ketersediaan Pangan berbasis umbi, buah dan sayuran 

 

Untuk capaian konsumsi energi di tahun 2019 tercapai sebesar 1996,40 dari target 1996,40 dengan 

melakukan perhitungan sebagai berikut : 

Tabel 12 
Capaian Konsumsi Energi 

No. Kelompok Pangan 

Konsumsi Energi 

2019 

Target Capaian 

1 Padi-padian 966 996.3 

2 Umbi-umbian 103 103.5 

3 Pangan Hewani 204 204.3 
4 Minyak dan Lemak 221 221.2 
5 Buah/Biji Berminyak 68 68.3 

6 Kacang-kacangan 192 191.9 

7 Gula 108 107.8 
8 Sayur dan Buah 110 110.3 

9 Lain-lain 23 22.7 

  Total 1996.40 1996.40 
 

Berdasarkan data dari tabel diatas diketahui bahwa capaian konsumsi energi Kabupaten Lumajang 

Tahun 2019 sebesar 1996,40 kkal/ kapita/ hari (kecukupan konsumsi kalori rata-rata = 2000 kkal/ kapita/ 

hari) , atau dengan kata lain tercapai 100% dari target. 

Pencapaian konsumsi energi tersebut didukung dari terlaksananya kegiatan - kegiatan pada Dinas 

Ketahanan Pangan yaitu antara lain kegiatan : 

1. Analisa Pola Konsumsi dan Kebutuhan Pangan 

2. Sosialisasi dan promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan 

3. Fasilitasi dan Koordinasi Kawasan Rumah Pangan Lestari 

4. Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan 
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a) Membandingkan target tahunan dengan realisasi kinerja, berikut  ini gambaran realisasi 

anggaran sebagaimana disajikan dalam tabel berikut : 

Tabel 14 
Perbandingan antara target dan realisasi anggaran  

tahun 2019 dari masing-masing program dan kegiatan 
 

No. 
 Program 
 
Kegiatan 

Alokasi biaya 

Anggaran 
(Rp.) 

Realisasi 
(Rp.) 

Sisa 
(Rp.) 

(%) 

I. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.937.865.345 1.786.107.992 151.757.353 92,17 

 Gaji dan Tunjangan 1.937.865.345 1.786.107.992 151.757.353 92,17 

 Tambahan Penghasilan PNS     

      

II. BELANJA LANGSUNG     

1. PELAYANAN ADMINISTRASI 
PERKANTORAN 

489.205.800` 443.423.155 45.782.645 90,64 

a. Pelayanan Administrasi dan 
Operasional Perkantoran 

489.205.800 443.423.155 45.782.645 
90,64 

 

      

2. PENINGKATAN SARANA DAN 
PRASARANA APARATUR 

181.920.000 178.288.100 3.631.900 98,00 

a. Pembangunan/Pengadaan dan 
Rehabilitasi Sarana dan 
Prasarana Aparatur  

28.200.000 27.610.000 590.000 97,91 

b. Pemeliharaan Rutin/Berkala 
Sarana dan Prasarana Aparatur 

153.720.000 150.678.100 3.041.900 98,02 

      

3. PENINGKATAN 
PENGEMBANGAN SISTEM 
PELAPORAN CAPAIAN 
KINERJA DAN KEUANGAN 

20.342.800 19.613.000 729.800 96,41 

a. Penyusunan Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD/LAKIP 

2.722.000 2.662.000 60.000 97,80 

b. Penyusunan Laporan Keuangan 
Semesteran dan Prognosis 
Realisasi Anggaran 

1.786.000 1.786.000 0 100 

c. Penyusunan Laporan Keuangan 
Akhir Tahun 

2.312.000 2.308.000 4.000 99,83 

d. Penyusunan Laporan Ikhtisar 
Indeks Kepuasan Masyarakat 

2.654.000 2.654.000 0 100 

e. Penyusunan Rencana Kerja 
Anggaran (RKA) SKPD 

10.203.000 10.203.000 0 93,87 
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No. 
 Program 
 
Kegiatan 

Alokasi biaya 

Anggaran 
(Rp.) 

Realisasi 
(Rp.) 

Sisa 
(Rp.) 

(%) 

      

4. PENINGKATAN KETAHANAN 
PANGAN 
(PERTANIAN/PERKEBUNAN) 

326.778.400 319.902.500 6.875.900 97,90 

a. Fasilitasi dan Koordinasi 
Pengembangan Usaha Pangan 
Masyarakat (PUPM/TTI) 

87.079.000 86.050.600 48.000 99,65 

b. Pemantapan Ketersediaan 
Pangan Berbasis Umbi-umbian, 
Buah-buahan dan Sayuran 

80.417.000 75.717.400 75.717.400 94,16 

c. Sistem Kewaspadaan Pangan 
dan Gizi 

159.282.000 158.134.500 1.147.500 99,28 

      

5. PENINGKATAN 
DIVERSIFIKASI dan konsumsi  
PANGAN 
(PERTANIAN/PERKEBUNAN) 

428.586.600 421.457.846 7.128.754 98,34 

a.. Analisis Pola Konsumsi dan 
Kebutuhan Pangan 

18.240.000 18.240.000 0 100 

b. Sosialisasi dan Promosi 
Penganekaragaman Konsumsi 
Pangan  

187.209.400 180.413.646 6.795.754 96.37 

c. Fasilitasi dan Koordinasi 
Kawasan Rumah Pangan Lestari 
(KRPL) 

98.570.000 98.535.400 34.600 99,96 

d. Pengawasan Mutu dan 
Keamanan Pangan 

124.567.000 124.567.200 298.400 99,76 

 J U M L A H 3.384.698.945 3.168.792.593 215.906.352 93,62 

 
 
 Gambaran Realisasi Kinerja dapat diwujudkan melalui serapan realisasi anggaran yang mendukung 

indikator kinerja sasaran dari sasaran strategis. Penyerapan realisasi anggaran yang mendukung sasaran 

strategis dengan indikator kinerja sasaran meningkatan kualitas pelayanan kegiatan Dinas Ketahanan 

Pangan adalah sebesar Rp. 3.168.792.593,- atau 93,62 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 

3.384.698.945,-. Predikat Hasil Realisasi Anggaran tersebut adalah “SANGAT BERHASIL”. 

 Strategi yang diterapkan dalam mewujudkan kinerja di atas adalah dengan melaksanakan kegiatan-

kegiatan yang melekat pada program-program di atas baik program bersifat rutin diantaranya Program 

Pelayanan Administrasi Perkantoran yang ditunjang oleh 1 (satu)  kegiatan, Peningkatan Sarana dan 
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Prasarana Kantor di tunjang dengan 2 (dua) kegiatan, Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan yang ditunjang oleh 5 (lima) kegiatan, Peningkatan Ketahanan Pangan 

yang ditunjang oleh 3 (tiga) kegiatan dan Peningkatan Diversifikasi dan Konsumsi Pangan ditunjang oleh 

4(empat) kegiatan. 

 

b) Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2019 Dibandingkan 

dengan Tahun 2018 

 Berikut ini gambaran perbandingan realisasi dan capaian kinerja tersebut sebagaimana disajikan 

dalam tabel dibawah ini.  

Tabel 15 
Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2018 – 2019  

Dinas Ketahanan Pangan 
 

 

No. Kelompok Pangan 

Skor PPH 

2018 2019 

Target Capaian Target Capaian 

1 Padi-padian 26,0 25,0  24,2 

2 Umbu-umbian 2,9 2,4  2,5 

3 Pangan Hewani 18,0 18,9  20,4 

4 Minyak dan Lemak 4,7 5,0  5,0 

5 Buah/Biji Berminyak 1,9 1,0  1,0 

6 Kacang-kacangan 10,9 10,0  10,0 

7 Gula 2,6 2,5  2,5 

8 Sayur dan Buah 25,6 27,0  27,6 

9 Lain-lain 0,0 0,0  0,0 

  Total 92,20 91,80 93,50 93,16 

 

  Tabel diatas menunjukkan perbandingan capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) pada 

sembilan kelompok bahan pangan (padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/ 

biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah, lain-lain) tahun 2018 dengan tahun 2019. 
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  Selanjutkan akan disajikan dalam sebuah tabel berikut mengenai perbandingan target dan capaian 

indikator kinerja sasaran tahun 2018 dan 2019. 

Tabel 16  
Perbandingan Indikator Kinerja Target dan Realisasi Tahun 2018 dengan 2019 

Dinas Ketahanan Pangan  
 

 

Tabel 17 
Perbandingan Target dan Capaian Indikator Sasaran Tahun 2018 - 2019  

Dinas Ketahanan Pangan 
 

INDIKATOR SASARAN 

TAHUN 

2018 2019 

TARGET  CAPAIAN TARGET CAPAIAN 

Meningkatnya Akses Pangan 3146,75 3163,45 ≤10% ≤10% 

Meningkatnya Konsumsi Aman Pangan 1990,20 1995,60 1996,40 1996,40 
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c) Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan , Peningkatan/ Penurunan Kinerja dan Alternatif 

Solusi 

REALISASI TARGET
CAPAIAN 

REALISASI
CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Meningkatnya 

Ketahanan Pangan

Meningkatnya Skor 

Pola Pangan Harapan 

(PPH)

93,5 93,16 99,64

kurangnya 

pemahaman 

masyarakat 

tentang B2SA

Melakukan sosisalisasi dan 

promosi konsumsi pangan 

melalui beberapa kegiatan B2SA 

dan KRPL, serta pengembangan 

yang menumbuhkan kreatifitas 

ibu-ibu dalam menemukan resep 

B2SA yang di tuangkan dalam 

LCM.

NO SASARAN STRATEGIS IND. KINERJA SOLUSIPENYEBAB

PERBANDINGAN TARGET
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B.  AKUNTABILITAS KEUANGAN 

 Akuntabilitas keuangan tahun 2019 merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator 

keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kinerja, pengukuran akuntabilitas keuangan 

didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja  keuangan. 

 Kegiatan-kegiatan, jumlah dana APBD dan pengeluaran dana yang dilaksanakan Dinas Ketahanan 

Pangan, disajikan dalam tabel berikut : 

Tabel  18 

Perbandingan Realisasi Kinerja Anggaran 

Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2019 

 

No. 
 Program 
 
Kegiatan 

Alokasi biaya 

Anggaran 
(Rp.) 

Realisasi 
(Rp.) 

Sisa 
(Rp.) 

(%) 

1. PENINGKATAN KETAHANAN 
PANGAN 
(PERTANIAN/PERKEBUNAN) 

326.778.400 319.902.500 6.875.900 97,90 

a. Fasilitasi dan Koordinasi 
Pengembangan Usaha Pangan 
Masyarakat (PUPM/TTI) 

87.079.000 86.050.600 48.000 99,65 

b. Pemantapan Ketersediaan 
Pangan Berbasis Umbi-umbian, 
Buah-buahan dan Sayuran 

80.417.000 75.717.400 75.717.400 94,16 

c. Sistem Kewaspadaan Pangan 
dan Gizi 

159.282.000 158.134.500 1.147.500 99,28 

      

2 PENINGKATAN 
DIVERSIFIKASI dan konsumsi  
PANGAN 
(PERTANIAN/PERKEBUNAN) 

428.586.600 421.457.846 7.128.754 98,34 

a.. Analisis Pola Konsumsi dan 
Kebutuhan Pangan 

18.240.000 18.240.000 0 100 

b. Sosialisasi dan Promosi 
Penganekaragaman Konsumsi 
Pangan  

187.209.400 180.413.646 6.795.754 96.37 

c. Fasilitasi dan Koordinasi 
Kawasan Rumah Pangan Lestari 
(KRPL) 

98.570.000 98.535.400 34.600 99,96 

d. Pengawasan Mutu dan 
Keamanan Pangan 

124.567.000 124.567.200 298.400 99,76 

 J U M L A H 3.384.698.945 3.168.792.593 215.906.352 93,62 
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 Dari hasil perhitungan yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil pengukuran Akuntabilitas Keuangan 

Dinas Ketahanan Panganmencapai 93,62%, ini dinilai bahwa tingkat akuntabilitas keuangan sangat efisien 

dan efektif. Berikut adalah tabel pencapaian kinerja dan anggaran yang berisi Alokasi per sasaran 

pembangunan Bidang Konsumsi Pangan dan Bidang Distribusi Pangan dari total anggaran Dinas 

Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang dijabarkan dalam tabel berikut : 

 

Tabel 19 

Realisasi Kinerja serta Realisasi Anggaran Tahun 2019 

 

 

Secara umum kendala yang cukup berpengaruh terhadap pelaksanaan program 

Ketahanan pangan di tahun anggaran 2019 adalah : 

1. Masih dirasakan adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia yang berkualifikasi 

dibidang pangan. 

2. Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan belum didukung dengan 

adanya tenaga fungsional tingkat lapang sehingga pada pelaksanaan pembangunan 

ketahanan pangan di tingkat kecamatan menjadi kurang optimal karena masih 

bergantung pada petugas dari Dinas/ Instansi terkait lainnya. 

3. Masih adanya ego sektor antara dinas/ instansi terkait sehingga menjadi 

penghalang dalam melakukan koordinasi pelaksanan program/ kegiatan 
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BAB  IV 

P E N U T U P 

4.1 KESIMPULAN 

Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang Tahun 2019 merupakan 

pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan lima tahunan, disusun berdasarkan Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah maupun target yang 

ditentukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dengan memperhatikan Visi – Misi kepala daerah yang telah 

dijabarkandalam kegiatan – kegiatan, maka Dinas Ketahanan Pangan telah dapat melaksanakan tugas 

pokok dan fungsi. 

Dari hasil pengukuran kinerja di atas dapat disimpulkan bahwa pada sasaran strategis yaitu 

meningkatnya ketahanan pangan dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan Pola Pangan Harapan 

(PPH) terealisasi sebesar 93,16 dari target 93,50 dengan capaian 99,64%. Upaya pencapaian dari sasaran 

tersebut yaitu : 

1) Melakukan sosialisasi diversifikasi pangan melalui lomba cipta menu dengan menggunakan bahan 

baku lokal 

2) Melakukan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan di daerah 

3) Mengadakan sosialisasi dan pelatihan penganekaragaman konsumsi pangan bagi kader-kader 

posyandu. 

4) Melakukan pelatihan teknologi pangan olahan berbahan baku lokal bagi kader-kader posyandu 

5) Melakukan gerakan cadangan pangan di pedesaan melalui pemanfaatan pekarangan guna 

mendukung ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga 

6) Melakukan pemantauan harga pangan guna menjaga akses pangan masyarakat 

7) Melakukan koordinasi bersama dinas/ instansi terkait dalam hal kewaspadaan pangan dan gizi 

 

Untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Lumajang perlu adanya dukungan dari semua 

pihak. Hal ini perlu adanya koordinasi dalam perencanaan dan pengembangan penganekaragaman serta 

ketersediaan dan keamanan pangan yang baik di tingkat daerah dan masyarakat. Oleh karena itu perlu 

adanya dukungan anggaran yang cukup, untuk itu perlu adanya dukungan dari masyarakat dan pemerintah 
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daerah. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Tahunan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang 

Tahun 2019 ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan/ evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan 

dilaksanakan tahun berikutnya.  

4.2 SARAN 

 Untuk dapat mencapai tugas – tugas yang dilaksanakan seperti sekaragang ini maka perlu : 

1) Memanfaatkan SDM secara optimal melalui Training on Trainer (TOT) kepada petugas. 

2) Diharapkan adanya penambahan petugas fungsional Ketahanan Pangan untuk ditempatkan di 

tingkat Kecamatan sehingga dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk melakukan konsultasi 

dan sebagai kepanjangan tangan Dinas Ketahanan Pangan dalam  upaya untuk terus secara 

konsisten melakukan pembangunan Ketahanan Pangan dan mewujudkan Ketahanan Pangan 

sampai dengan Tingkat Rumah Tangga. 

3) Mengembangkan kerjasama antar instansi demi terciptanya harmonisasi dan koordinasi 

pelaksanaan program/kegiatan secara efektif dan efisien sehingga dapat terjalin sinergisme 

program dan kegiatan yang maksimal 

 

 

 
 


